Il. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Putusan Pengadilan

Pasal 1 angka 11 Bab 1 tentang Ketentuan Umum Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa : “Putusan Pengadilan adalah
pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat
berupa pemidanaan, atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal
serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Apabila ketentuan
tersebut dijabarkan secara lebih rinci maka dapat dilihat bahwa setiap keputusan

hakim (putusan pengadilan) merupakan salah satu dari tiga kemungkinan, yaitu :

1. Putusan bebas.

Berkenaan dengan putusan bebas (vrijspraak) adalah sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, yaitu : “Jika pengadilan berpendapat bahwa
dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang
didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa
diputus bebas”. Menurut Pasal 191 Ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan
“perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar
pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara

pidana.
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Jika konteks diatas ditarik suatu konklusi dasar, secara sistematis ketentuan Pasal
191 Ayat (1) KUHAP beserta penjelasannya menentukan putusan bebas dapat
terjadi apabila :
a. Dari hasil pemeriksaan di depan sidang pengadilan.
b. Kesalahan terdakwa atas pebuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena :

1) Tidak terdapat alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian
menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijke bewijs
theorie) sebagaimana dianut KUHAP.

2) Majelis hakim berpendirian bahwa terhadap asas minimum pembuktian
sesuai undang-undang telah terpenuhi dengan adanya dua alat bukti
tetapi, majelis hakim tidak dapat menjatuhkan pidana karena tidak yakin

akan kesalahan terdakwa.

Dalam praktik peradilan, jika seorang terdakwa oleh majelis hakim dijatuhi
putusan “vrijspraak”, pada hakikatnya amar putusannya haruslah berisikan :
“pembebasan terdakwa secara sah dan meyakinkan dari segala dakwaan;
memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta martabatnya;
memerintahkan terdakwa segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan
diucapkan apabila terdakwa ditahan; dan pembebanan biaya perkara kepada

Negara”.
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2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.
Mengenai penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dicantumkan pada
Pasal 191 Ayat (2) KUHAP yang menyebutkan “Jika pengadilan berpendapat
bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu
tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala

tuntutan hukum”.

Seseorang tidak dapat dijatuhi putusan pidana apabila di dalam melakukan
perbuatan pidana ia memiliki alasan pembenar. Alasan pembenar yaitu alasan
yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang

dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.?

3. Pemidanaan atau penjatuhan pidana.

Adapun mengenai kapan suatu putusan pemidanaan atau penjatuhan pidana
dijatuhkan, telah diatur di dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHAP sebagai berikut :
“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana

yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Hak terdakwa setelah putusan pemidanaan diucapkan oleh hakim ketua sidang

diatur di dalam Pasal 196 Ayat (3) KUHAP adalah sebagai berikut :

a. Hak segera menerima atau menolak putusan (Pasal 196 Ayat (3) butir a
KUHAP);

b. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak

putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu tujuh hari sesudah

**Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta : Rineka Cipta, 2008, him.148.
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putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang
tidak hadir (Pasal 196 Ayat (3) butir b jo. Pasal 233 Ayat (2) KUHAP);

Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang
ditentukan oleh undang-undang, untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia
menerima putusan (Pasal 196 Ayat (3) butir c KUHAP);

Hak minta banding dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan
dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak
hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Ayat (2) KUHAP (Pasal 196
Ayat (3) butir d jo. Pasal 233 Ayat (2) KUHAP);

Hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a
(menolak putusan) dalam waktu seperti yang ditentukan dala Pasal 235 Ayat
(1) KUHAP yang menyatakan bahwa selama perkara banding belum diputus
oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh

diajukan lagi (Pasal 196 Ayat (3) butir e KUHAP).

Pada Pasal 197 KUHAP diatur formalitas yang seharusnya dipenuhi suatu putusan

hakim, ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

1.

Surat putusan pemidanaan memuat :

a. Kepala putusan yang ditulisakan berbunyi : “DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin,
kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;

c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;

d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan
beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang
menjadi penentuan kesalahan terdakwa;

e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;

f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemdanaan
atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi
dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan
meringankan terdakwa;
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g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali
perkara diperiksa oleh hakim tunggal,

h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah dipenuhi semua unsur
dalam rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau
tindakan yang dijatuhkan;

I.  Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan
jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;

J.  Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana
letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;

k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau
dibebaskan;

I.  Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang
memutus, dan hama panitera.

2. Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, j, k, dan
| pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.
3. Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-

undang ini.

Ada hal-hal khusus yang terdapat dalam proses penjatuhan sanksi terhadap Anak
Nakal sesuai dengan Pasal 60 dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2012, yaitu :

Pasal 60 menentukan :

(1) Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada
orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang
bermanfaat bagi Anak.

(2) Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk
menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.

(3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari
Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.

(4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi
hukum.
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Pasal 61 menentukan :

(1) Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka
untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak.

(2) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus
dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kesusilaan

1. Pengertian Tindak Pidana

Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam
bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik,
perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata
Strafbaar feit terdiri dari 3 kata, yakni straf, baar dan feit. Berbagai istilah yang
digunakan sebagai terjemahan dari strafbaar feit itu, ternyata straf diterjemahkan
sebagai pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan
boleh, sedangkan untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa,

pelanggaran dan perbuatan.?

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis
normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat di artikan secara yuridis atau
kriminologi. Mengenai pengertian tindak pidana ini ada 2 (dua) pandangan aliran,
yaitu:
1. Pandangan Monistis,

“aliran/pandangan yang tidak memisahkan antara pengertian perbuatan

pidana dengan pertanggungjawaban pidana”.

! Adami Chazawi, Pengantar Hukum Pidana Bag 1, Jakarta: Grafindo, 2002, hal 69.
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2. Pandangan Dualistis,
“pandangan yang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana
(criminal at atau actus reus) dan dapat dipertanggungjawabkannya si

pembuat (criminal responsibility atau mens rea)”.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian yang yuridis, lain halnya dengan
kejahatan yang biasa diartikan secara yuridis ataupun kriminologis. Istilah tindak
pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda yaitu Strafbaar Feit atau Delict.??
Beberapa sarjana memberikan pengertian perbuatan pidana, tindak pidana ataupun
strafbaar feit, diantaranya menurut R. Soesilo mendefinisikan tindak pidana
sebagai suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan undang-undang yang
apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan
itu diancam dengan pidana.?® Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah
perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman
(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan

tersebut.

Soedjono berpendapat bahwa kejahatan adalah perbuatan manusia yang
melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum,
tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan kaidah hukum dan
tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam
kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.?* Sedangkan Wirjono Projodikoro

menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat

%2R .Soesilo,Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Bogor:
Politae, 1984, him .4.

®Ibid. him.5.

Soedjono.D, llmu Kejiwaan Kejahatan, Bandung : Karya Nusantara, 1977, him.15.
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dikenakan hukuman pidana.?® Lalu Simons dalam bukunya merumuskan strafbaar
feit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah
dilakukanoleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya

yang dinyatakan dapat dihukum.?®

KUHP menentukan bahwa tindak pidana digolongkan menjadi kejahatan dan
pelanggaran. Penggolongan jenis-jenis delik yang ada dalam KUHP terdiri dari
Kejahatan, disusun dalam Buku Il KUHP, sedangkan Pelanggaran, disusun dalam
Buku 11l KUHP. Undang-undang hanya memberikan penggolongan kejahatan dan
pelanggaran, akan tetapi tidak memberikan arti yang jelas, risalah penjelasan
undang-undang. Berdasarkan beberapa pengertian dari pendapat sarjana di atas
dapat diketahui bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan atau kejadian
tertentu yang dilakukan oleh seseorang, beberapa orang atau badan hukum yang
menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang

ada.

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah
(fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan
karenanya.”’ Duet Cristhine-Cansil memberikan lima rumusan, selain harus
bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan Handeling

(perbuatan  manusia), Strafbaar gesteld (diancam dengan pidana),

»Wirjono Projodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta : Eresco, 1986, him.50.
%Simons, Pelajaran Hukum Pidana, Bandung :Pioner Jaya, 1992, him 127.
*"Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana,Op.Cit, him.64.
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toerekeningsvatbaar (dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab),

dan adanya schuld (terjadi karena kesalahan).?®

Moeljatno menyebutkan bahwa perbuatan pidana terdiri dari lima elemen. Yaitu
kelakuan dan akibat (perbuatan), hal ikhwal atau keadaan yang menyertai
perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum
yang subjektif, dan unsur melawan hukum yang objektif.? Moeljatno
membedakan unsur tindak pidana berdasarkan perbuatan dan pelaku dapat dibagi
dalam 2 bagian yaitu :
1. Unsur subjektif berupa :

a. Perbuatan manusia

b. Mengandung unsur kesalahan
2. Unsur objektif berupa :

a. Bersifat melawan hukum

b. Ada aturannya®

M. Bassar Sudrajad menyatakan unsur-unsur yang terkandung dalam suatu delik
adalah terdiri dari :

a.  Unsur melawan hukum

b.  Unsur merugikan masyarakat

c. Dilarang oleh aturan hukum pidana

d. Pelakunya dapat diancam pidana®:

*Cansil dan Cristhine Cansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Jakarta: Pradnya
Paramita,2007,him.38.

»Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Op.Cit,hIm.69.

* Ibid, him.64.

31 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian , Jakarta :Rajawali Pers, 2002, him.78.
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Walaupun pendapat dari rumusan berbeda-beda namun pada hakikatnya ada
persamaannya, ialah tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai
perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya (pelaku). Perbuatan
pidana memiliki beberapa unsur yang tanpa kehadiran unsur tersebut maka
perbuatan pidana tidaklah bisa disebut sebagai delik atau perbuatan pidana.
Pertama, perbuatan pidana merupakan perbuatan manusia. Kedua, bersifat
melawan hukum. Kedua unsur inilah yang disepakati oleh hampir seluruh sarjana
hukum. Selain itu ada beberapa unsur penting yang meski tidak disepakati oleh
seluruh sarjana, namun merupakan bagian penting dari perbuatan pidana. Pertama,
kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kelalaian. Kedua, hal ihwal yang
terdapat dalam rumusan KUHP yang tanpa adanya keadaan tersebut sebuah

perbuatan pidana tidak dihitung pernah terjadi.*

2. Tindak Pidana Kesusilaan

Tindak pidana kesusilaan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan masalah
kesusilaan.*®

Ketentuan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dapat dikelompokkan menjadi :
a. Bentuk kejahatan diatur dalam pasal 281-289 KUHP

b. Bentuk pelanggaran diatur dalam pasal 532-535 KUHAP

Salah satu bentuk tindak pidana kesusilaan adalah persetubuhan. Persetubuhan
adalah peraduan alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan yang biasa

dijalankan untuk mendapatkan anak, dimana alat kelamin laki-laki harus masuk

®Nis, Miftah Lan. Pengertian dan unsur-unsur Tindak Pidana. 2 Februari 2014.
http://miftahlan.blogspot.com/2012/03/pengertian-dan-unsur-unsur-tindak.html. [19:40].

3 Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan, Diakses terakhir pada tanggal : 19 Mei 2014,
http://hukumpidanal.blogspot.com/2012/04/pengertian-tindak-pidana-kesusilaan.html
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kedalam alat kelamin perempuan dan mengeluarkan air mani.** Dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditemukan pengertian dari

persetubuhan akan tetapi persetubuhan termasuk perbuatan cabul.

Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan)
atau perbuatan yang keji, kesemuanya itu didalam lingkungan nafsu birahi
kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan atau buah dada

dan sebagainya.*

Perbuatan cabul masuk dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesopanan.
Yang menjadi dasar hukum perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur diatur

dalam Pasal 287 KUHP.

Pasal 287 menentukan :

(1) Barangsiapa bersetubuh dengan wanita diluar perkawinan, padahal
diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima
belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk
dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita
belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan
pasal 291 dan pasal 294.

Sanksi pidana mengenai perbuatan cabul terhadap anak diatur pula didalam
undang-undang diluar KUHP, yaitu terdapat dalam Pasal 81 dan Pasal 82
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai

berikut :

> A. Wira Pratiwi, 2013,Skripsi : Tinjauan Yuridis tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak
Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan No. 794/Pid. B/2012/PN. Mks.).

*A. David Prayuda Sajuli,2012, Skripsi : Analisis Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor
: 219/Pid.A/2011/PN.GS Dalam Perkara Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak.
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Pasal 81 menentukan :

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman
kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan
orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)
tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp
60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi
setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian
kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya
atau dengan orang lain.

Pasal 82 menentukan :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,
memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk
anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana
dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan

denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit
Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

C. Pengertian Anak

Pengertian dan batasan umur bagi seorang anak didalam beberapa hukum positif

Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pada Pasal 45 KUHP, anak adalah seseorang yang belum berusia 16 (enam
belas) tahun.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pada Pasal 330 KUH Perdata, orang yang belum dewasa adalah mereka yang
belum genap mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih

dahulu telah kawin.
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) dan Pasal 50 Ayat (1) UU No. 1
Tahun 1974, batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai umur 18
(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Pada Pasal 1 Ayat (2) UU No. 4 Tahun 1979 ditentukan bahwa yang
dimaksud anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh
satu) tahun dan belum pernah kawin.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
Pada Pasal 1 Ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997, anak adalah orang yang dalam
perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum
mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Pada Pasal 1 Ayat (5) UU No. 39 Tahun 1999, anak adalah setiap manusia
yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk
anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi
kepentingannya.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Pada Pasal 1 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002, anak adalah seseorang yang
belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam

kandungan.
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8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak

Pada Pasal 1 angka 3, 4, dan 5, yang disebut anak adalah seseorang yang

telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18

(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka yang akan penulis gunakan
sebagai acuan mengenai pengertian dan batasan umur anak di dalam penelitian ini
adalah pengertian anak didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak.



